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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Belanja Hibah 

secara umum telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku yaitu Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan 

melakukan beberapa tahapan proses perencanaan yang di mulai dari 

tahapan penyusunan anggaran, pembuatan NPHD sampai dengan 

terjadinya realisasi.   

2. Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan yang dilakukan oleh Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan 

Belanja Hibah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, namun dalam proses realisasinya belum berjalan 

dengan baik dikarenakan terdapat beberapa instansi vertikal yang 

mendapat anggaran wajib dari pemerintah namun tidak 

merealisasikan anggaran yang diberikan.  
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3. Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 

Pengelolaan Belanja Hibah belum cukup maksimal karena penerima 

hibah tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban yang diminta 

dan ada beberapa penerima hibah yang terlambat dalam melaporkan 

hasil pertanggungjawaban. 

 

6.2 Saran 

Mendasari pada kesimpulan di atas, maka di sarankan sebagai berikut : 

1. SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur diharapkan lebih 

selektif dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap 

permohonan yang diajukan oleh masyarakat kepada Gubernur. 

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan agar dapat 

mengikuti ketentuan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berlaku terkait dengan Pengelolaan Belanja Hibah di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

3. Pejabat pengelola belanja hibah yang ditunjuk dengan keputusan 

Gubernur diharapkan agar dapat bekerja secara baik dan benar 

dengan penuh rasa tanggungjawab.  
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